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WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 291 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan
berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam
Nomor 479/ND/ORGS/VIII/2022 tanggal 29 Agustus
2022, perlu menetankan Keputusan Wali Kota tentang
Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Huluy,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahtuin 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Nega.a Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 - Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6405);

6. Peraturan ...



b

10.

L1,

sl

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2021
tentang Pedoman PFenyusunan Standar Kompetensi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 859);

MEMUTUSKAN ..



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-4
MEMUTUSKAN:

STANDAR KO VIPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN

PENGAWAS D] LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM.

Standar Komgetensi Jabatan Administrator dan Pengawas
di lingkungan Pemerintah Kota Batam terdiri dari:

1. urutan korapctensi manajerial, struktural, dan teknis
pada Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah
Kota Batam;

2. ikhtisar  Jabatan Administrasi  di lingkungan
Pemerintah Kota Batam; dan

3. persyaratan Jabatan. Administrasi di lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

Uraian Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan
Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Batam
sebagaimana  dimaksud pada DIKTUM KESATU
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran
XXXIII Keputusar ini.

Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas
di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan kompetensi
minimal yang bharus dimiliki oleh setiap pemangku
jabatan dalam melaksanakan tugas jabatan serta menjadi
acuan dan/atau pedoman pengangkatan dalam jabatan
dan pembinaan jabatan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pade Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal M September 2021




